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BAB IV 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

a. Perlindungan hukum merupakan salah satu hak yang diperoleh seluruh warga 

negara. Hak ini adalah hak yang paling mutlak, dimana setiap warga negara 

wajib mendapat perlindungan apapun dalam bentuk apapun dari pemerintah 

agar seseorang tersebut merasa nyaman, aman bertempat tinggal dan menjadi 

suatu warga negara yang berada pada suatu wilayah atau negara yang 

dilindungi oleh hukum dan pemerintah. Tidak mengenal status atau kedudukan 

sesorang tersebut untuk mendapat perlindungan dari pemerintah, yang pasti 

setiap warga negara, termasuk kaum minoritas harus dan wajib hukumnya 

berada pada lindungan pemerintah dalam bentuk apapun perlindungan itu. 

Selain hak asasi manusia, setiap orang juga memiliki hak-hak pokok, tidak 

terkecuali para pelaku transseksual seperti yang diatur dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain hak untuk 

memperoleh pekerjaan, hak untuk melangsungkan perkawinan, hak untuk 

memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh identitas yang sah, serta hak 

lainnya seperti hak untuk memperoleh warisan yang sesuai dengan status 

identitasnya yang baru. Akan tetapi dalam faktanya, para pelaku transseksual 

masih belum memperoleh perlindungan hukum. Masih banyak peraturan yang 

tidak memiliki kepastian hukum bagi para pelaku transseksual, sehingga tidak 
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tercapainya keadilan serta kemanfaatan hukum, sesuai dengan tujuan hukum 

bagi negara hukum. 

b. Sebagai warga negara yang sah, pelaku transseksual juga memiliki hak-hak 

yang sama tanpa diskriminasi. Namun pada praktiknya di Indonesia, masih 

banyak hak-hak yang belum dilindungi oleh negara, khususnya pemerintah. 

Dalam menghadapi ketidakadilan tersebut, para pelaku transseksual dapat 

mengajukan beberapa upaya hukum yang sesuai dengan segala macam gugatan 

ingin diajukan, seperti Judicial Review, Citizen Lawsuit, dan gugatan ke 

Pengadilan Tata Usaha Negara. Judicial Review merupakan upaya hukum 

untuk mengajukan permohonan apabila materi muatan ayat, pasal, dan/atau 

bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 

dan/atau pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi 

ketentuan yang berlaku. Citizen Lawsuit merupakan gugatan yang diajukan 

oleh warga negara baik secara perorangan maupun kelompok apabila hak-

haknya sebagai warga negara tidak dipenuhi oleh negara. Sedangkan gugatan 

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan gugatan yang diajukan kepada 

pengadilan yang berwenang oleh Orang atau Badan Hukum Perdata yang 

merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara 

yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu 

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi 

dan/atau rehabilitasi 
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2. Saran 

a. Untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku transseksual, 

seharusnya pemerintah lebih aktif mengikuti perkembangan fenomena yang 

ada di dalam masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan 

yang dapat menjadi parameter untuk seluruh lapisan masyarakat. Hak-hak 

sebagai warga negara sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Warga negara berarti seluruh 

masyarakat tanpa diskriminasi. Artinya bahwa jika sudah ada peraturan 

normatif (undang-undang) seharusnya diimplementasikan secara empiris 

berdasarkan peraturan tersebut. 

b. Untuk dapat memperoleh hak-hak yang dimilikinya, setiap warga negara harus 

berani melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan 

apabila pemerintah tidak memenuhi hak-hak warga negaranya. Sehingga 

pemerintah lebih mengetahui apa yang harus menjadi kewajibannya. Selain itu, 

seharusnya lebih banyak dibentuk lembaga-lembaga bantuan hukum yang 

dapat memberikan bantuan hukum bagi para masyarakat minoritas, seperti para 

pelaku transseksual yang hendak melakukan perbuatan hukum seperti 

mengajukan gugatan. 
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